Menimbang

Mengingat

WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama,;
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




5 Undang—Undang M_Nomor 33 Tahun 2004 tentang"f}a_

Penmbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat ‘dan” - T

_ Pemerintah . Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia e LT

~ Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara"ﬁ‘.”ff-"

* Republik Indonesia Nomor. 4438) e IR
6 Undang-Undang Nomor 28 ..Tahun- 2009 tentang Pajak' S
“:~ Daerah: ‘Retribusi ‘Daerah (Lembaran Negara - Republik - -~ %
Do * Indonesia - Tahun 2009 -Nomor 130, Tambahan Lembaranj; N

: ﬁ 37-;2 L LT - Negara Repubhk Indone31a Nomor 5049) ; ‘; e T AL

L RIS 7 Undang—Undang Nomor - 23-- Tahun .~:2014 " tentang".ﬁ'” T
e .j - _Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia = - - - N

o ~Tahun: 2014 -Nomor 244, Tambahan ' Lembaran-Negara = - -
T Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ~ "
Lo ' .-~ beberapa_kali terakhir dengan’Uridang-Undarig Nomor .9 - -
e _T,._,Tahun 2015 “ tentang | Perubahan‘Kedua - atas “Undang-~ -
CammTi o e T Undang ‘Nomor --23 -Tahun ©2014 - tentang Pemerlntahan*:" et
LT L T “__ff_;rf_wDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun® 2015 f , ,‘?-f"*.i T
o T ST e S T Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema R

Tt T o Nomor5679) 5o

e T e T m8 Peraturan Pemermtah Nomor 109 ’I‘ahun 2000 tentang R
ST T T * Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan-Wakil Kepala
T “, “Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ..
e R N T ~"Nomor -~210, Tambahan Lembaran Negara _ Repubhk

~ e Trlen f.. - Indonesia’ Nomor 4028); e =
TS LT e 9 *Peraturan- Pemeérintah Nomor 23 'I‘ahun 2005 tentang s
DTl Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagazmana % -

R - -_";-,_ telah - diubah - dengan “Peraturan .Pemerintah Nomor " 74-. .~

_ - =% -7 w7+ -Tahun 2012 tentang Perubahan: atas Peraturan Pemerintah ...
el - -1~ = Nomor - 23 -Tahun". 2005 - tentang - Pengelolaan Keuangan - -

Lo R I ‘-t-:f'- - Badan -Layanan" ‘Umum “(Lembaran . Negara - Republik - -

TR T e e ““Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran - --_‘_;-_j ‘
R s T 5 - "Negara Republik Indonesia Nomor 5340), E ST

IR s 10 " Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun' 2005 Tentang Dana e
e :f“-"'f_-i_':}'qi'}"' - Penmbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun - S
R TR e S S '—2005 Nomor 137,HTambahan Lembaran Negara Repubhk _'

B A ~Indonesia Nomor 4575); .-~~~ - T
S B 1 1 = Peraturan Pemerintah Nomor '3 ’I‘ahun 2007 tentang laporan » -
~oe-o o7 Penyelenggaraan Pemerintah ‘Daerah "kepada™ Pemerintah, -
~. .= ..~ " Laporan Keterangan Pertanggungjawaban “Kepala Daerah

S o -Kepada “DPRD, - dan ‘Informasi ‘Laporan Penyelenggaraan e
L AT if'.r.l::‘ Pemerintah Daerah. Kepada Masyarakat (Lembaran Negara -
SIS " Republik "Indonesia Tahun 2007 Nomor ~19, Tambahan U,M
w7 . 77 Lembaran Negara chubhk Indonesia Nomor 4693) DR o
R TEIE 12 Peraturan . Pemerintah= Nomor 5 Tahun .2009 - tentang_.. B
R _'_' -7 Bantuan - Keuangan -Partai . P011t1k (Lembaran Ncgara_._ )

LT T Repubhk Indones1a “Tahun-:’ 2007 Nomor 18, ’I‘ambahan
LT e T j'-” " Lembaran - Negara ﬁchubhk Indonesm “Nomor :° 4972)

L ﬂ~ S sebagalmana telah dlubah beberapa kali . terakh1r dengan-ﬂ
Lo e w7 Peraturan Pemcrmtah ‘Nomor -1 =Tahun. 2018 tentang -

; L AR e S ' Perubahan ‘Kedua - atas Peraturan Pemenntah Nomor 5“
e IR e T ﬁ Tahun - 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parta1 e
ST e e T T 2 Politik; ST . ,_j T

B R B T Peraturan Pemenptah Nomor i9 Tahun 2010 tentang Tata e
L T 7".’,‘ Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan =~

f “ o “ o keuangan Gubernur Sebaga1 Wak11 Pemermtah di Wllayah

—-— . 4 S




{ - &* 14 Peraturan Pemerintah - Nomor 71 'I‘ahun 2010 tentang '_

So..Z .n. o2 7.Standar .. Akuntansi “Pemerintahan (Lembaran Negara. - _
SO e T - Repubhk Indonesia Tahun: 2010 Nomor 123, Tarnbahan LT
oL@ o oo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), T S
_ii. i o. . o.rr 15, Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang . -~

- ST - - Pemblnaan dan Pengawasan PCnYCICnggaraan Pemenntahr e a-
.o ... 77 Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 - _ . -

T .1 iziom °  Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041); ER
o °° .77 160 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak . .
T T Keuangan dan Administrasi-Pimpinan dan Anggota Dewan -~ .
B e T - Perwakilan = Rakyat Daerah - (Lembaran Negara Repubhk__ s
~=lv oo CIndonesia Tahun 2017 Nomor 106); ‘ S
W I T s e 7. “Peraturan - Pemerintah “Nomor 12 Tahun 2019 . tentang L
o . i~ .77 " Pengelolaan Keuangan -Daerah - (Lernbaran Negara Repubhk e
) " 7 - Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); B

T .%o . .18, -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021"'“
: Lol e “tentang Tata Cara.Evaluasi Rancangan. Peraturan daerah

T oi-- =77 - Ttentang Anggaran Pendapatan:dan Belanja Daerah dan - -
_ - . = . 7 -  Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pen_]abaran--r- o
: TonT oo 7 TAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; LTS
X e T 19 Peraturan ' Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

R T i " Tentang ‘Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah™ - el e

e T e ~(Berita Negara Republik Indone31a Tahun 2012 Nomor 754); .~ =7
e e 20 ‘Peraturan Menteri ‘dalam -Negeri Nomor 62.tahun-2017 = = -

L ) tcntang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah

T 7 serta’ . Pelaksanaan _dan _Pertanggungjawaban Dana =
sl Operasmnal ‘(berita’ ncgara chubhk Indone81a Tahun 20 17

-~ - - 7 _Nomor 1067); = - - T
N : _ LT 21. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 27 Tahun 2021'_7',"
B S S 2 tentang "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan" IR
01w 7.2l - Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; o R S
e 22 ~Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun’ 2009 tentang'
T Tt e T Pokok—pokok ‘Pengelolaan - Keuangan Daerah (Lernbaran S
ESih S - Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D)

T U T _ ’_ Dengan Persetu_]uan Bersama VM . -_._;._.‘_iﬁ ~ o
f - . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. DAERAH’ KOTA DUMAI + - -
I o '.;-:f"-':j-'i-_’?lﬁf'tf*-'.fmj. ~dan f‘.’:;-_j
" T B e WALI KOTA DUMAI t

;‘Mé}{etaﬁkan" . - PERATURAN - DAERAH -KOTA - DUMAI TENTANG ANGGARAN |
T ©° _PENDAPATAN ‘DAN BELANJA . DAERAH TAHUN - ANGGARAN _
AR :“:. 2022 ‘ S LI TR L L S

- a: Daerah adalah Kota Dumai.. . - . MR = e
R - b -Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah scbagau unsur S

SRR j - penyelenggara Pemerintah Daerah. ST T LT S
[T -C. Wah Kota adalah Wah Kota Dumau R R T -} "—;'- B

- N ~ P -




d Wak11 Wah Kota adalah Wakﬂ Wah Kota Duma1 - ' '
Plrnplnan dan Anggota DPRD adalah lepman dan Anggota DPRD Kota
.. :Dumai. _ :
' f.. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Dumal R
“g. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai. :
© “h.” Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai. -

o i. “Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 1 unsur pembantu L

- Wali-Kota dan Dewan Perwakilan -Rakyat " Daerah Kota Dumai dalam™

penyelenggaraan “Urusan-. Pemenntahan ~yang men_]ad1 kewenangan
o _Pemermtah Kota Dumai. -. - -
4 _] Kepala Perangkat Daerah yang selan_]utnya dlsmgkat Kepala PD adalah
_-Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. ~
k _Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah yang selan_]utnya dlsebut
- APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai. - -
- Dokumen Pelaksanaan ‘Anggaran - yang selanjutnya - disingkat 'DPA-PD -
- adalah mempakan dokumen ‘yang memuat pendapatan dan" ‘belanja setiap -

SKPD yang dlgunakan scbagal dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran

- R Cpasal2 .

APBD terd1r1 atas pendapatan daerah belanJa daerah dan pemb1ayaan

daerah P

E Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dlrencanakan sebesar .

Rp 1.141.467.482.471;- ( satu triliun seratus empat puluh satu milyar empat

. ratus-enam puluh tujuh juta. ‘empat ratus delapan puluh dua nbu empat— -

- ratus ‘tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dan

R N Pendapatan asli daerah, R T L

,. b Pendapatan Transfer; -~ .-~~~ =~~~ et
- €l Lam-lam pendapatan yang sah T

T g Pasa14 R

- tiga ratus sembﬂan puluh ruplah), yang terd1r1 dari atas =
o - a. Pa‘}ak daeral’l T e ] - ) ) _ - e : e V

DR b, Retribusi daerah; - . R
-~ .x -7~ ¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan dan B

.- ~d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. .

i -tl)"_'Pendapatan ash daerah sebagalmana d1maksud pada pasal 3 huruf a“ .
"~ direncanakan sebesar Rp. 392.981.073.390,- ( tiga ratus sembilan puluh™
"7-. dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tUJuh puluh tlga nbu -

. (2). Pajak daerah sebagaimana " dimaksud’ pada pasal ayat (1) huruf a.'fj"" 7

- direncanakan sebesar Rp. 197.002.700.000 -~ (" seratus’ sembllan puluh - .

- tujuh milyar dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
~  direncanakan sebesar Rp. 47.985.440.000,- { empat puluh tujuh milyar

rupiah). -

. (4) Hasil pengclolaan kekayaan “daerah’ yang dlplsahkan sebagmmana T
.. - dimaksud pada  ayat- (1} - huruf c -direncanakan sebesar - Rp._ = .
"1 1.663.748.324,-"( satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh. -

~~ ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

__(_5) - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada;“,
" © _ ayat (1) huruf d- dlrcncanakan sebesar Rp. 146.329.185.066,- ( seratus ~ - -
. empat- puluh enam . mllyar tlga ratus dua” puluh semblla_n _]uta seratus

delapan puluh lima rlbu enam puluh enam ruplah) N

. {3) - Retribusi “daerah - sebagaimana .  dimaksud pacia ayat (1) huruf b

"-7. sembilan ratus delapan puluh lima ]uta empat ratus empat pul uh nbuf ST e




(1) Pendapatan transfer sebagalmana dlmaksud dalam Pasa_l 3 “huruf b

- direncanakan sebesar Rp. 748.486.409.081,- ( ‘tujuh ratus empat puluh - -

delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta _empat ratus -

sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: .
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan R
b, Pendapatan transfer antar daerah. ‘ '

: (2) -Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaunana dlmaksud pada aYat -

- {1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.257.080.000,- ( enam ratus

“empat puluh t1ga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh -

~ " ribu rupiah).
(3) Pendapatan _ transfer antar daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) '

“huruf b direncanakan sebesar ‘Rp. 105.229.329.081,- ( seratus lima .

o milyar dua ratus dua puluh sembllan juta tlga ratus dua puluh sembllan B

‘ribu delapan puluh satu ruplah)

o Pasa16

(1] Laln-lam pendapatan daerah yang sgh sebagmmana dunaksud dalam -

‘Pasal 3 huruf c dlrencanakan sebesar Rp. 0,- (qo_l rupiah), yang terdiri . 7

e ) atas - -
a. Pendapatan hlbah
" b. Dana darurat; dan

.. undangan. .
(2) Pendapatan - hibah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a
.. direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). '

s (3) Dana darurat sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b dlrencanakan :

. sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

' "(4) Lain-lain pendapatan sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang-'-'

~undangan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 0 (nol rupiah). - - e

‘ B Pasa17

~ Anggaran belanja ~daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar - -
.. Rp..1.279.596.093.763,- ( satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar -

lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: '
a. - Belanja operasional;

b. © Belanja modal; :
~ ¢. - Belanja tidak terduga, dan -
d Belan_]a transfer

Pasal 8

(1) Anggaran belan_]a operasional sebagalma.na ‘dimaksud dalam Pasal 7
- huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.115.856.227.007,- (_satu triliun
seratus lima belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus_

- dua puluh tujuh ribu tuJuh ruplah) yang terdln atas:

Belanja pegawai,; - :

Belanja barang dan j _]asa, .

'Belanja bunga; . : o 7
-Belanja subsidi; = . I o
Belanja hibah; dan -~ - . S R
Belanja bantuan sosial. -~ | : ‘ ST

mo oo

_ c. Lain-lain pendapatan seeual dengan ketentuan peraturan perundang-




B '(_2:)1

Belanja pegawau sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf a-
direncanakan sebesar Rp..662.577.844.355,- ( ‘enam ratus enam puluh
- dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus cmpat puluh
" empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). - =

(3)- Belanja. barang dan jasa sebagaimana dlmaksud pada- ayat (1) huruf b

(4')7

- direncanakan sebesar Rp..417.881.933.270,- (. empat ratus tujuh belas
" milyar delapan ratus delapan puluh satu _]uta sembllan ratus t1ga puluh
“tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).- - —

“Belanja . bunga _sebagaimana” dlmaksud pada ayat ( ) -huruf c

" direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). . - : -

e
)

Belanja~ subsidi sebagaimana” dlmaksud pada _ ayat (1) huruf -d
"~ direncanakan sebesar Rp. 0 (nol ruplah)

Belanja ~ hibah ~sebagaimana- dimaksud - pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.-25.652.449.382,- ( dua puluh lima milyar

~ “enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembllan nbu

(7)

\ ;;_‘7'(2_)

@

- tiga ratus delapan. puluh dua rupiah).
-Belanja bantuan-sosial sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf f
- direncanakan sebesar Rp. 9.744. 000. 000 ( scmbllan mﬂyar tu_luh ratus
empat puluh empat _]uta ruplah) . R

- .._:: f—f,‘__‘ . ;:“ B Pasa.]. 9 ; _ K LA

o

Anggaran belanja modal sebagalrnana d1maksud dalam Pasal 7 huruf b
~direncanakan sebesar Rp. 151.733.034.167,- ( seratus lima puluh satu.

' 'j'_ milyar-tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga- puluh empat nbu seratus
_ enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

-a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
-¢. . Belanja modal bangunan dan gedung, - -
d Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- Belanja modal aset tetap lainnya; dan T T -

f.' Belanja modal aset lainnya.

Belanja -modal .tanah sebagaxmana dunaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 3.572.001.040,--( tlga mllyar lima ratus tu_}uh
‘puluh dua juta seribu empat puluh rupiah). -

Belanja modal peralatan.dan mesin sebagaimana dxmaksud pada ayat (1)
_huruf b direncanakan sebesar: Rp 24.261.498.780,- ( dua puluh empat

"~ milyar dua ratus enam  puluh-satu juta empat ratus sembllan puluh'

i 4

e ﬁ(é)

g (7)

= .delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). -
‘Belanja modal bangunan dan gedung sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 66.419.114.304,- ( enam puluh

- . enam milyar empat - ratus sembllan belas _]uta seratus empat belas ribu

tiga ratus empat rup1ah) - - -
. Belanja modal jalan, jaringan, dan 1r1ga31 sebagalmana dlmaksud pada

" ayat (1) huruf -d “direncanakan- sebesar Rp.. 49.809.016.475,- (- empat

--puluh’_sembilan milyar delapan ratus: semb11an Juta enam belas nbu_'

- -empat ratus tujuh puluh lila rupiah). -

Belanja modal aset tetap lainnya - sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)
. huruf-e direncanakan sebesar Rp.-7.471.403.568,- (- tujuh ‘milyar empat
ratus tujuh puluh satu _]uta empat ratus t1ga rlbu hma ratus enam puluh'
"delapan rupiah). o

Belanja modal aset lamnya sebageumana dlmaksud pada ayat (1) huruf f

dlrencanakan scbesar Rp 200 000 000 ( dua ratus Juta ruplah)




o Anggaran belan_]a tldak terduga sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7 huruf c ‘_‘ 3

o , | - -:' o : e Pasa_l 10 \ T - ‘ T R

direncanakan’ sebesar Rp. 12.006.832.589,- ( dua belas milyar enam juta . e
.. delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembllan rup1ah), .
o yang terdm atas belan_]a tidak terduga : :

+ S T T pasalnn LT LT e

. (1) _Anggaran belanja transfer sebagalmana d1maksud dalam Pasal 7 huruf d | o
S fdlrencanakan sebesar Rp. 0 (nol ruplah), yang terdiri atas: . - - S
a. Belanja bagi hasil; dan - =™ SR I

- -~ b. Belanja bantuan keuangan. S -TE-T- ST R -r‘.':—f B
ol (2) 'Belanja - bagi ‘hasil sebagaimana - dlmaksud pada ayat ( 1) huruf a.
- .direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah). R

_ (3) ‘Belanja bantuan keuangan’ sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf b -
' d1rencanakan sebesar Rp 0 (nol ruplah) ST, S o

T pasaiz

Anggaran pemblayaa_n daerah tahun anggaran 2022 dlrencanakan sebesar S
7 ~Rp. 160.621.894. 914,- .( seratus enam puluh milyar enam ratus dua puluh .=
-1 _satu-juta ‘delapan ratus sembilan puluh empat nbu sembllan ratus empat -
B belas rupiah), yang terdiri atas: . - T e T - LSRR
- "-d..-Penerimaan pembiayaan; dan " - T LT T
L b Pengeluaran pemb1ayaan -A;Y}' ?, ';_;_,_” T T e T e

R Pasal 137

(1) Anggaran penenmaan pemblayaan sebagamlana dunaksud dalam Pasal
--"12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.621.894.914,- ( seratus tujuh
puluh delapan milyar enam ratus ‘dua puluh satu juta delapan ratus . .- _ .-
“sembilan puluh ernpat r1bu sembllan ratus ernpat belas ruplah), yang R

.. terdiri atas: -~ . T == IR
~ -a.. Sisalebih perhltungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, :

~ << _ “._b. Pencairan dana cadangan; = - = o= -
~ v .7 i.c. -Hasil penjualan kekayaan daerah yang d1p1sahkan, ST S
d. Penerimaan pinjaman daerah; - LT
e. Penerimaan kembali pemberian pln_]aman dacrah dan = T __ o
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan T
perundang-undangan. - - - SR
(2) Slsa lebih- perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya el

sebagalmana dimaksud pada ayat - (1) “huruf ‘a d1rencanakan sebesar
" Rp. 71.087.881.376,- ( tujuh pquh satu m11yar delapan puluh tujuh _]uta
- delapan_ratus delapan puluh satu rlbu t1ga ratus tujuh puluh enam’
rupiah). = - | - - - B .
(3) Pencairan dana cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b
= direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).
- (4) .Hasil -penjualan “kekayaan daerah yang dlplsahkan sebagaumana
“-dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. O {nol rupiah).
O (5) ‘Penerimaan -pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- ".d direncanakan sebesar Rp. 107:534.013.538,- ( seratus tujuh milyar lima -
e -“ratus tiga puluh empat _]uta tlga belas r1bu hma ratus’ t1ga puluh delapan
-~ rupiah). ... -
(6) ~Penerimaan kembah pembenan p1n_|aman daerah sebagalrnana dlmaksud
' - pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).
' '(7) Penerimaan pemblayaan lainnya sesuai -dengan ketentuan peraturan
' perundang-undangan ‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf f
dlrencanakan sebesar Rp 0 (nol ruplah) o




= B : = Pasal 14 ] -

e Penenmaan Pln_]aman Daerah Sebagmrnana dlmaksud dalam pasal 13
.= - . _.ayat (5).  Penggunaan nya setelah mendapat Rekomendasx Tekms
SR Kemcntenan Dalam Negen RO SR e

- T I Pasal 15 L - -

(1) Anggaran pengeluaran pemblayaan sebagaumana dlmaksud dalam Pasal
~12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18 000 000.000,- ( delapan belas
mllyar rupiah), yang terdiri atas: - . g i :

Pembentukan dana cadangan, T

. .Penyertaan modal daerah; . o o =

-Pembayaran cicilan pokok utang yang _]atuh tempo, T ~

. Pemberian pm_]axnan daerah; dan .

e “ Pengeluaran pembiayaan lamnya sesuai dengan ketentuan peraturan

= . perundang-undangan.-

- (2) ‘Pembentukan dana cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf
~_ - adirencanakan sebesar Rp. O (nol rupiah). .' ~ ~ -

- ‘(3) _Penyertaan modal daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

.~ - - direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah). .- S

7(4) Pembayaran cicilan pokok utang - yang _]atuh tempo sebagaumana

- dimaksud pada’ ‘ayat * (1) huruf _c dlrencanakan sebesar Rp

-18.000.000.000,-. (delapan belas mllyar ruplah)

3
epogpyg

L ‘_ - (5) “Pemberian pinjaman daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf d

. .direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

_(6) “Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai’ dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf €
d1rcncanakan sebesar Rp 0 (nol ruplah) e i

-~ R Pasal16

1) Se1131h antara anggaran pendapatan daerah dcngan anggaran belanja
" _daerah mengakibatkan terjadinya-defisit sebesar Rp. 138.128.611.292,-
M seratus tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh dclapan Juta enam

.7 * ‘ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh dua ruplah)
I (2) -Pembiayaan neto-.yang- merupakan selisih penerimaan- pemb1ayaan
~ o7 ‘terhadap - - pengeluaran- = pembiayaan direncanakan .sebesar Rp.
— 160.621.894.914,- ( seratus enam puluh ‘milyar enam ratus dua puluh
S ~satu juta delapan ratus sembilan. puluh empat nbu sembﬂan ratus empat

' belas ruplah) . - e R R

v ) Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan _ mendesak dengan
Peraturan - Kepala Daerah, Pemerintah Daerah . -dapat = melakukan

" pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran

' '_'7 melebihi pagu’ yang .ditetapkan -dalam - peraturan--daerah ini,” yang
selanjutnya’ dimasukan: dalam “perubahan : anggaran pendapatan dan

o belanja daerah Kota Dumai tahun anggaran 2022.

.= " (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: .

. ‘a.- Bencana alam, bencana non- alam, bencana sos1al dan/ atau keJadlan

-« -+~ luar biasa; - - L S

S b. Pelaksanaan opera31 pencanan ‘dan pertolongan dan/atau

o ' ?c. Kerusakan -sarana/ prasarana yang dapat rnengganggu keglatan
pelayanan pubhk T - Tl I




, (3) : Keperluan mendesak sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) mehputl o
- .*a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang .
S anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; . - -
. b. Belanja daerah yang ber31fat mcnglkat dan belan_]a yang- bérsﬂat -
: wajib; :
B 5 Pengeluaran daerah yang berada dlluar kendah Pemermtah Daerah'- C
} dan tidak dapat diprediksikan sebclumnya, serta amanat peraturan -
oo perundang-undangan; dan/atau LT -
= .-.d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila d1tunda akan menunbulkan .o
- kerugian. yang leblh besar bagl Pemenntah Daerah dan/atau e
masyarakat R T

S pasalls e e L T

Uraian lebih lanjut anggaran pendapafan dan Balarija Daerah sebagaimana = -

- dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan

tidak terplsahkan dan Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1o Lamplranl . : Ringkasan APBD .yang Diklasifikasi Menurut .
S i - .. Kelompok  dan Jenls Pendapatan Belanja, dan
s -~ .. . Pembiayaan;
- 2. o LampiranII-~ . : Ringkasan . APBD yang D1k1a51ﬁka51 : Menurut
S - .= .. . Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. LampiranIIl : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan .

~Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan Belan_]a,

Lo T T -~ dan Pembiayaan; o
4.. Lampiran IV : Rekapitulasi ©=~  Belanja Menurut “Urusan -

: T i Pemerintahan Daerah, Organlsas1, ‘Program, -
= Kegiatan Beserta Has11 dan Sub- Keglatan Beserta ..
. ST Keluaran; -

5.7. LampiranV- = : Rekapitulasi BelanJa Daerah Untuk Keselarasan
7 ) - 7 'dan Keterpaduan Urusan’ ‘Pemerintah Daerah’ dan
" Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

. _ : L - Negara;

° 6. Lampiran VI _ - :“"Rekapitulasi Belan_]a Untuk Pernenuhan SPM )
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan :
- o .-~ Rancangan APBD; - '

8. Lampiran VI  : Sinkronisasi Program, Keglatan dan Sub Keglatan
) ' o - . pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.- LampiranIX . - : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
- . Program Prioritas Daerah; .
10. LampiranX- ~_. : Daftar Jumlah Pegawau Per Golongan dan Per
-7 . Jabatan; - :
11.. Lampiran XI' . .: Daftar Piutang Daerah; . i -
"12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investas1
L L ~ "Daerah Lainnya; R
'13. Lampiran XIII : - Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan B
o -~ . . Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; -~
-14. Lampiran XIV - : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years) )
15 Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI ~ -: Daftar ijaxnan Daerah ,
Pasal 19 S

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan s
- dan Belanja Daerah sebaga1 landasan opcrasmnal pelaksanaan APBD




Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai,

ditetapkan di Dumai
pada tanggal, 14 Desember 2021

WAL KO UMAI,

diundangkan di Dumai PAISAL
pada tanggal Desember 2021

SEKRETARIS PAERAH KOTA DUMAI,

/

DRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 4 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (g8.71.4 /2041)



12124/21, 4:59 PM

Sistem [nformasi Pemerintahan Daerah - Ringkasan APBD

RINGKASAN APBD PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 392.981.073.390
4.1.01 Pajak Daerah 197.002.700.000
4.1.02 Retribusi Daerah 47.985.440.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.663.748.324
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 146.329.185.066
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 748.486.409.081
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 643.257.080.000
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 105.229.329.081
Jumlah Pendapatan 1.141.467.482.471
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.115.856.227.007
5.1.01 Belanja Pegawai 662.577.844.355
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.881.933.270
5.1.05 Belanja Hibah 25.652.449.382
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.744.000.000
5.2 BELANJA MODAL 151.733.034.167
5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.572.001.040
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.261.498.780
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.419.114.304
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.809.016.475
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.471.403.568
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.600
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.006.832.589
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 12.006.832.589
Jumlah Belanja 1.279.596.093.763
Total Surplus/(Defisit) (138.128.611.292)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 178.621.894.914
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 71.087.881.376
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 107.534.013.538
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 178.621.894.914
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.000.000.000
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 18.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 18.000.000.000
Pembiayaan Netto 160.621.894.914
B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 22.493.283.621
TOTAL APBD 1.320.089.377.384

hitps:/fdumai.sipd. kemendagri.go.id/daerah/main?m0cgkOYUASWTmS6hnQVSKIbcBuefz4HGUsDqyub2i7hvMQt3zR7ONDAJOUkNwC THdVne XIjES ...
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12/24/21, 5:00 PM

Lampiran |

Sistem [nformasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

: Peraturan Daerah Kota Dumai

10 Tahun 2021
24 Desember 2021

KOTA DUMAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS] MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode

Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 392.981.073.390
4.1.01 Pajak Daerah 197.002.700.000
41.02 Retribusi Daerah 47.985.440.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.663.748.324
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 146.329.185.066
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 748.486.409,081
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 643.257.080.000
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 105.229.329.081
Jumlah Pendapatan 1.141.467.482.471
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.115.856.227.007
5.1.01 Belanja Pegawai 662.577.844.355
5.1.02 Belanja Barang dan Jfasa 417.881.933.270
5.1.05 Belanja Hibah 25.652.449.382
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.744.000.000
52 BELANJA MODAL 151.733.034.167
5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.572.001.040
52.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.261.498.780
5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.419.114.304
52.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.809.016.475
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.471.403.568
5206 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.006.832.589
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 12.006.832.589
Jumlah Belanja 1.279.596.093.763
Total Surplus/(Defisit) {138.128.611.292)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 178.621.894.914
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 71.087.881.376
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 107.534.013.538
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 178.621.894.914
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.000.000.000
6.2.03 Permbayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 18.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 18.000.000.000
Pembiayaan Netto 160.621.894.914
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 22.493.283.621

a Dumai

PAISAL

https:/f/dumai_sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?skRPrivirtU4n/0@6ffWPLNenf8oY 1aowjlIF 5cPIFgdR3MIYAQOR4niIPIMh2CNxKlypvedDvO@/Xfh28yg. ..

—
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12124/21, 5:02 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

Lampiran Il . Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomer ;10 Tahun 2021
Tanggal : 24 Desember 2021

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGAMISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

A Belanja
Urusan Pemerintahan

Kode Pendapatan

‘ Daerah Belanja Operasi | Belanja Modal Belanja Tak | Belanja

Terduga Transfer Jumizh Belanja

URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB

‘ 1 YANG BERKAITAN 136.898.760.466| 715.068.075.395)136.751.706.283 0 0| 851.819.781.678
DENGAN PELAYANAN
DASAR

URUSAN
1|01 PEMERINTAHAN 0| 295.067.413.453| 17.516.850.305 0 0] 312.584.263.758
BIDANG PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN
1(0711.01.2.22.0.00.02.
122 02.0000 DAN KEBUDAYAAN 0 295.067.413453| 17.516.850.305 0 0 312.584.263.758

URUSAN

1/02 PEMERINTAHAN 136.763.760.466| 318.118.275.065| 18.103.260.037 0 0| 336.221.535.102
BIDANG KESEHATAN

102 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 0 88.821.909.334 863.925.698 ¢ 0 89.685.835.032
1102 [1.02.0.00.0.00.05.0001 RSUD 122.100.000.000 215.429.694,585| 16.442.245.019 0 0 231.671.939.604

1/02 |1.02.0.00.0.00.01.0002 ;g::esmas Dumai 1.873.243.500 1.789.243.500 84.000.000 0 0 1.873.243.500

1102 |1.02.0.00.0.00.01.0003 ::f:fsmaso”ma' 1.100.000.000 1.070.000.000 30.000.000 0 0 1.100.000.000

1(02 [ 1.02.0.00,0.00.01.0004 ;:;ﬁsmas Bukit 1.400.000.000 1.350.000.000 50.000.000 0 0 1.400.000.000

Puskesmas Sungai

1102 {1.02.0.00.0,00.01.0005 .
Sembilan

2.361.598.960 2.170.745.740 190.853.220 0 0 2.361.598.960

Puskesmas Medang
kampai

1(021.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumi Ayu 1.105.404.000 1.041.537.900 63.866.100 0 0 1.105.404.000

1|02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 ;“r;';ff'“as Bukit 551.536.336 534.516.356 17.020.000 0 0 551.536.356

1102 |1.02.0.00.0.00.01.000% Puskesmas Purnama 1.048.195.000 §74.795.000 73.400.000 Q o 1.048,195.000

1102 1.02.0.00.0.00.01.0006 922.500.000 884.450.000 38.050.000 0 4 922.500.000

1102 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 E‘jﬁ;sm“ Jaya 2.380.000.000 2.209.000.000 171.000.000 0 0 2.380.000.000

1|02 |1.02.0.00.0.00.01.0011 el 1.754.082.650 1.675.182.650 78.900.000 9 0 1.754.082.650
Kayu Kapur
UPT.
LABORATORIUM
KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01. 260 200, 167.200.
1(02|1.02.0.60.0.00.01.0012 DEER T 167.260.000 167.200.000 0 0 0 67.200.000
KUALITAS AIR KELAS

A

URUSAN
PEMERINTAHAN
1|03 BIDANG PEKERJAAN 135.000.000 61.080.006.213 | 98.137.251.991 0 0| 159.217.258.204
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN
1(03|1.03.0.00.0.00.01.0000 UMUM DAN 135.000.000 61.080.006.213| 98.137.251.991 Q o 159.217.258.204
PENATAAN RUANG

URUSAN
PEMERINTAHAN
1|04 BIDANG PERUMAHAN 0 22.163.649.964| 2.937.622.150 0 0 25.101.272.114
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN

104 (1.04.2.10.0.00.02.0000 KAWASAN 0 22.163.649.964 2.937.622.150 0 1] 25.101.272.114
PEMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN DAN
.094.110. .721.800 14.116.832.020
1|05 KETERTIBAN UMUM 0 14.094.110.220 22.721.801 4] 0
SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SATUAN POLIS!

.00.0.00.01. 052.397. 9.052.397.910
1105 (1.05.0.00.0.00.01.0000 PAMONG PRAJA 0 9.052.397.91¢ 0 0 0

https://dumai_sipd kemendagri.go.id/dasrah/main ?gdN U8mAZ4nMsv3ang3r0d OCLPngNOEZubvKWzyZ HvZ8ebyBNyFRwWOOKYOEV/LBil6ssiVEWSE/kr...  1/6
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12/24/21, 5:02 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

Lampiran il

Nemor
Tanggal :

: Peraturan Daerah Kota Dumai
: 10 Tahun 2021

24 Desember 2021

KOTA DUMAI

TAHUN ANGGARAN 2022

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGAMNISASI

Kode

Urusan Pemerintahan
Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah Belanja

-
(=]
[Va]

1.05.0.00.0.00.04.0000

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

5.041.712.310

22.721.800

5.064.434.110

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

4.544.620.480

34.000.000

4.578.620.480

-

0

(=2}

1.06.0.00.2.13.05.0000

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

4.544.620480

34.000.000

4.576.620.480

URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

47.775.440.000

117.107.480.138

6.707.574.425

123.815.054.563

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA
KERJA

5.985.296.315

80.061.680

6.065.457.995

Eat)
o
bueg

2.07.0.00.0.00.01.0000

DINAS TENAGA
KERJA

5.985.386.315

80.061.680

6.065.457.995

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

5.738.314.780

5.738.314.780

2.08.0.00.0.00.01.0000

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

5.738.314.780

5.738.314.780

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

25.440.000

12.349.166.121

243.500.964

12.592.667.085

2.09.3.27.0.00.02.0000

DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN

25.440.000

12.349.166.121

243.500.964

12.592.667.085

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN

1.04.2.10.0.00.02.0000

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PEMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

750.000.000

15.945.466.325

1.427.401.800¢

17.372.868.125

n
—_
—_

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

750.000.000

15.945.466.325

1.427.401.800

17.372.868.125

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SiPIL

6.617.312,752

148.000.000

6.765.312.752

2.12.0.00.0.00.01.0000

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

6.617.312,752

148.000.000

6.765.312.752

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

400.000.000

400.000.000

https://dumai.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main ?gdNUBmMAZ4nMsv3ang3rldQCLPngNOE ZubvKWzyZHvZ8ebyBNvF RWIOKYOE V/LBil6ssiVEWG/Kr ..
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

Lampiran Il

Nomeor
Tanggal :

: Peraturan Daerah Kota Dumai
: 10 Tahun 2021

24 Desember 2021

KOTA DUMAI

TAHUN ANGGARAN 2022

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASE

Kode

Urusan Pemerintahan
Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Qperasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah Belanja

1.06.0.00.2.13.05.0000

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

400.000.000

400.000.000

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

4.388.175.423

4.388.175.423

o

142.14.0.00.0.00.01.0000

DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

4.388,175423

4.388.175423

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN

31.000.000.000

28.748.252.827

4.274.654.005

33.022.906.832

2|15 |2.15.0.00.0.00.01.0000

DINAS
PERHUBUNGAN

31.000.000.000

28.748.252.827

4.274.654.005

33.022.906.832

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

1.000.000.000

9.479.130.044

437.233.208

9.916.363.252

2116|2.16.2.20.2.21.04.0000

DINAS KOMUNIKAS,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN

1.000.000.000

9.479.130.044

i

437.233.208

9.916.363.252

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERAS),
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

5.820.229.000

5.820.229.000

2(172.17.3.31.0.00.02.0000

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN

5.820.229.000

5.820.229.000

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL

15.000.000.000

8.519.668.600

488.000

8.520.156.600

(A&}
—_
oo

2.18.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

15.000.000.000

8.519.668.600

488,000

8.520.156.600

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

7.408.250.239

7.408.250.239

2(19]2.19.3.26.0.00.62.0000

DINAS
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

7.408.250.239

7.408.250.239

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

111.448.000

111.448.000

2120 (2.16.2.20.2.21.04,0000

DINAS KOMUNIKAS),
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSAMNDIAN

111.448.000

111.448.000

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN

60.957.000

66.142.368

127.099.368

3%}
e
pary

2.16.2.20.2.21.04.0000

DINAS KOMUNIKAS],
INFORMATIKA,
STAFISTIK DAN
PERSANDIAN

60.957.00C

66.142.368

127.099.368

https://dumai.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gdNU8mAZ4nMsv3ang3r0d OCLPngNCEZubvKWzyZHvZ 8ebyBNvFRWOOKYOEV/LBil6ssiVEWG/kr...  3/6
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

Lampiran II

Nomaor

: Peraturan Daerah Kota Qumai
: 10 Tahun 2021

Tanggal : 24 Desember 2021

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode

Urusan Pemerintahan
Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah Belanja

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN

614.675.868

614.675.868

o

22

1.01.2.22.0.00.02.0000

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

614.675.868

614.675.868

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN

4.682.814,244

30.092.400

4.712.906.644

%]

23

2.23.2.24.0.00.02.0000

DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

4.682.814.244

30.092.400

4.712.906.644

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN

238.222.600

238.222.600

2.23.2.24.0.00.02.0000

DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

238.222.600

238.222.600

URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

1.025.000.000

17.284.056.982

834.365.740

18.118.422.722

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

25.000.000

5.770.848.530

24.432.000

5.795.280.530

3.25.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERIKANAN

25.000.000

5.770.848.530

24.432.000

5.795.280.530

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA

2.655.367.143

481.298.500

3.136.665.643

2.19.3.26.0.00.02.0000

DINAS
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

2.655.367.143

481.298.500

3.136.665.643

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN

2.532.820.259

303.103.640

2.835.923.899

2.09.3.27.0.00.02.0000

DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN

2.532,820.259

303.103.640

2.835.923.899

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN

1.000.000.000

6.325.021.050

25.531.600

6.350.552.650

3.30.0.00.0.00.01.0000

DINAS
PERDAGANGAN

1.000.000.000

©.325.021.050

25.531.600

6.350.552.650

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN

2.17.3.31.0.00.02.0000

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

50.000.000

107.489.765.800

1.337.871.678

108.827.637.478

SEKRETARIAT DAERAH

50.000.000

54.881.470.518

1.010.394.956

55.891.865.484

4.01.5.06.0.00.01.0000

SEKRETARIAT
DAERAH KOTA
DUMAI

50.000.000

54.881470.518

1.010.394.966

55.891.865.484

402

SEKRETARIAT DPRD

52.608.295.282

327.476.712

52.935.771.994

4102

4.02.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DPRD

52.608.295.282

327.476.712

52.935.771.994

UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN

955.718.282.005

76.418.892.837

1.024.989.068

12.006.832.589

89.520.714.494

PERENCANAAN

=]

9.353.607.350

9.353.607.350

hitps:/idumai sipd.kemendagri.go.id/daerah/main ?gdNU8mAZ4nMsv3ang3r0d OCLPngNOEZubvKWzyZHvZ 8ebyBNvFRWOOKYOEV/LBilBssiVEWSE/Kr ...
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. Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 24 Desember 2021

Lampiran 11

KOTA DUMAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode

Urusan Pemerintahan
Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah Belanja

5.01.5.05.0.00.02.0000

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

9.353.607.350

o

9.353.607.350

KEUANGAN

955.718.282.005

59.763.111.487

1.094.989.068

12.006.832.589

72.864.933.144

5.02.0.00.0.00.02.0000

BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

758.715.582.005

37.438.889.734

783.447.308

12.006.832.589

50.229.169.631

5.02.0.00.0.00.03.0000

BADAN
PENDAPATAN
DAERAH

197.002.700.000

22.324.221.753

311.541.760

22.635.763.513

KEPEGAWAIAN

6.539.728.333

6.539.728.333

5.03.5.04.0.00.01.0000

BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

6.539.728.333

6.539.728.333

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

613.015.667

613.015.667

5.03.5.04.6.00.01.0000

BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

613.015.667

613.015.667

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

149.430.000

149.430.000

5.01.5.05.0.00.02.0000

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

143.430.000

149.430.000

PENGELOLAAN
PERBATASAN

4.01.5.06.0.00.01.00G0

SEKRETARIAT
DAERAH KOTA
DUMAI

UNSUR PENGAWASAN
URUSAN
PEMERINTAHAN

13.220.726.699

222.881.400

13.443.608.099

INSPEKTORAT
DAERAH

13.220.726.699

222.881.400

13.443.608.099

6.01.0.00.0.00.01.0000

INSPEKTORAT

13.220.726.699

222.881.400

13.443.608.099

UNSUR KEWILAYAHAN

61.824.841.196

4.767.998.073

66.592.839.269

701

KECAMATAN

61.824.841.196

4.767.998.073

66.592.839.269

7.01.0.00.0.00.01.0000

KECAMATAN DUMAI
BARAT

86.183.899.280

473.669.600

(=]

8.657.568.880

7.01.0.00.0.00.02.0000

KECAMATAN DUMAI
TIMUR

8.964.854.642

355.991.278

o

9.320.845.920

7.01.0.00.0.00.03.0000

KECAMATAN BUKIT
KAPUR

10.012,309.720

1.011.228.820

11.023.538.540

7.01.0.00.0.00.04.0000

KECAMATAN DUMA)
KOTA

9.484.212.080

878.397.303

10.362.609.383

7.01.0.00.0.00.05.0000

KECAMATAN DUMA|
SELATAN

9.189.277.994

405.000.000

9.594.277.994

7.01.0.00.0.00.06.0000

KECAMATAN
MEDANG KAMPAI

6.798.260.996

459.733.072

7.257.994.068

7.01.0.00.0.00.07.0000

KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN

5.192.026.484

1.183.978.000

10.376.004.484

UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM

7.442.387.960

15.647.500

7.458.035.460

KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

7.442.387.960

15.647.500

7.458.035.460

https:/dumnai.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gdNU8SmMAZ4nMsv3ang3r0d OCLPngNOEZubvKWzyZHvZ8ebyBNvFRWOOKYOEV/L Bil6ssiVEW6/kKT ...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

Lampiran Il

: Peraturan Daerah Kota Dumai

Nomar 10 Tahun 2021
Tanggal : 24 Desember 2021
KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Pendapatan amia Tk | Botan
Daerah Belanja Operasi | Belanja Modal Belanja Ta SRNA L umilah Belanja
Terduga Transfer
BADAN KESATUAN
8101 |8.01.0.00.0.00.07.0000 BANGSA DAN 0 7.442.387.960 15.647.500 0 4] 7.458.035.460
POLITIK
TOTAL | 1.141.467.482.471| 1.115.856.227.007 | 151.733.034.167 | 12.006.832.589 0]1.279.596.093.763

Walikota Dumai
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